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BAB I 

PENDAHULUAN     

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara multi etnis, multi kultur dan multi agama. 

Banyaknya suku bangsa di Indonesia ini memunculkan keaneka-ragaman yang 

terwujud dalam multi gagasan dan pandangan hidup (weltanschaung) yang 

dimiliki rakyat Indonesia. Lebih dari itu, Indonesia juga dikenal sebagai Negara 

multi agama. Selain agama resmi yang diakui pemerintah, seperti Islam, Katolik, 

Kristen, Hindu, Budha dan Konguchu Indonesia juga kaya dengan kepercayaan-

kepercayaan lokal yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, 

terutama dalam masyarakat pedalaman.1 Keaneka-ragaman ini disatu sisi 

merupakan berkah dan anugerah, namun disisi lain, keberagaman juga berpotensi 

besar untuk tumbuh suburnya sebuah konflik, terutama jika keberagaman  

tersebut tidak mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah. 

Dalam kehidupan beragama di Indonesia diatur dan dilindungi oleh 

pemerintah.2 Dengan demikian kehidupan beragama dan menjalankan rutinitas 

keagamaan yang ada mendapat perlindungan dari hukum atau Undang-undang. 

Tapi walaupun demikian, kenyataannya diantara banyak konflik yang terjadi, 

                                                

 

1 Musahadi HAM, Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga 
Mediasi Peradilan, h.vi  

2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1) dan (2) 
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konflik agama merupakan jenis konflik yang kerap terjadi atau setidaknya agama 

menjadi variabel sangat penting yang terlibat didalamnya. Disamping 

dampaknya yang luar biasa, konflik agama ini menyebabkan merosotnya social 

trust, dan pada umumnya sulit untuk diselesaikan, karena ia melibatkan sentimen 

psikologis yang mudah meluas sebagai konsekuwensi logis keberadaan agama 

yang pada umumnya menempati ranah psikologis manusia yang paling dalam. 3  

Konflik agama ini tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang 

dikenal dengan istilah antar agama (inter-religius conflict) tetapi juga sering 

terjadi konflik antar umat dalam suatu agama atau konflik intra agama (intra-

relegius conflict) seperti yang terjadi di Indonesia pada kasus Katholik-

Protestan, Nahdlatul Ulama’ (NU) - Muhammadiyah dan baru-baru ini kasus 

Ahmadiyah yang mengklaim sebagai bagian dari komonitas Islam. Pengklaiman 

semacam itu oleh Jamaat Ahmadiyah Indonesia, mendapat respon negatif oleh 

mayoritas umat Islam, hal ini dikarenakan Jemaat Ahmadiyah dianggap 

menyimpang dari prinsip-prinsip fundamen agama Islam. 

Umat Islam bergejolak, mereka menggugat keberadaan Jemaat 

Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena Jemaat 

Ahmadiyah mengakui adanya seorang nabi setelah nabi Muhammad saw, 

merekapun juga mendesak pemerintah untuk menangani dan segera 

                                                

 

3 Musahadi HAM, Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga 
Mediasi Peradilan, h.vii  
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menyelesaikan kasus Jemaaat Ahmadiyah ini dengan serius karena sudah 

dianggap melakukan penodaan terhadap agama Islam. 4  

Dalam kasus Jemaat Ahmadiyah ini, pemerintah mengeluarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah yang ditandatangani oleh 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.5 Surat Keputusan 

Bersama (SKB) tersebut berisikan tentang Peringatan dan Perintah kepada 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia karena dianggap sudah melakukan penodaan 

agama dengan melakukan penafsiran terhadap agama Islam.6 Penafsiran yang 

dilakukan oleh anggota Ahmadiyah telah menciderai hak umat Islam dalam 

melaksanakan rutinitas agamanya. 

Islam sendiri terhadap kasus demikian telah memiliki aturan tersendiri 

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw, dan Abu Bakar 

selaku pemimpin Negara, yaitu dengan cara memerangi pemurtadan. Tindakan 

memerangi itu pun dilakukan sebagai langkah terakhir jika himbauan-himbauan 

sebelumnya tidak diindahkan. 7 Hal itu dilakukan mengingat di dalam Negara 

Islam Khalifah secara pribadi senantiasa terikat dengan hukum Islam dalam 

segala tindakan dan usaha pelayanannya terhadap umat. Begitu juga pada setiap 

diri umat Islam telah terbebani perintah untuk (amar ma’ru>f) dan larangan 

terhadap hal-hal yang keji (nahi munka>r) seperti dalam firman Allah SWT: 

                                                

 

4 A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah, h. 13 
5 SKB, No :3 Tahun 2008, No :Kep-033/a/JA/6/2008 No :199 Tahun 2008  
6 Pasal 1 Pen.Pres RI No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Atau Penodaan Agama 
7 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, h.49 
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...... 

               

Artinya:Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) 
dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman: 17). 8 

Selain ayat tersebut masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan 

untuk beramar ma’ru>f nahi munka>r. Seperti ayat: 

                         

Artinya: … Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ru>f, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS At-taubah:71). 9   

Begitu juga dalam sebuah hadis|:    

    

- 

  

- : 

       

: 

                   

: 

      

. 

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudry berkata, saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemunkaran, 
maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika 
tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, 

                                                

 

8 Depag-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.655 
9 Ibid, h.291   

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



  
5

 
jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah 
keimanan yang paling lemah” (HR. Muslim).10 

Dalam hukum tatanegara Islam amar ma’ru>f nahi munka>r merupakan 

salah satu prinsip dari negara Islam yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin 

negara (khalifah) guna menciptakan keadilan dan ketentaraman dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Prinsip ini tercermin dalam piagam madinah 

pasal 13.11 berdasarkan uraian tentang konsep amar ma’ru>f nahi munka>r dalam 

Islam dan untuk mengetahui korelasinya dengan surat Keputusan Bersama 

tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia ?   

2. Bagaimana isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa 

Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia ?  

                                                

 

10 Muslim Ibn al-Hajjaj, Kitabul Iman Bab Kaunil Ma’ruf, h. 87 
11 J.suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari 

Pandangan al-Qur’an, h.260 
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3. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia  ?   

C. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap  Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang 

Ahmadiyah dalam hukum tatanegara Indonesia secara khusus belum pernah 

dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini  dikarenakan  

lembaga pemerintah yang terkait baru mengeluarkan surat keputusan bersama 

(SKB) pada  tanggal 09 juni 2008. Jadi masalah  ini bisa dikatakan hal yang 

masih baru. 

Penelitian yang pernah dilakukan tentang Jemaat Ahmadiyah. Misalnya 

skripsi saudari Rita Ayu Astuti fakultas Ushuluddin jurusan aqidah filsafat yang 

berjudul “Studi Tentang Wahyu Menurut Jemaat Ahmadiyah Surabaya” skripsi 

ini hanya berbicara tentang bagaimana Jemaat Ahmadiyah menginterpretasikan 

wahyu dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan Jemaat 

Ahmadiyah Surabaya. 

Penelitian yang telah dilakukan berikutnya adalah “Kenabian Muhammad 

Dalam Pandangan Aliran Ahmadiah Qadian” penelitian ini dilakukan oleh 

saudara Wastori fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah filsafat. Dalam 
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penelitiannya ia mendapatkan pemahaman bahwa memang ada perbedaan yang 

fundamen antara aliran Jemaat Ahmadiyah dengan aliran Islam yang lain.    

D. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui  latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 

oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

2.  Mengetahui isi  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa 

Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

3. Menganalisis Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung 

dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam 

Hukum Tata Negara di Indonesia menurut tinjauan Fiqh Siyasah.   

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu : 

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta 

memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang Kedudukan  

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri dalam hukum tatanegara Indonesia yang diberikan kepada 
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penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian 

selanjutnya. 

2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai landasan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional juga 

menambah wawasan tentang fiqh siyasah.  

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran (miss interpretative) dalam 

memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu 

menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-

istilah tersebut antara lain sebagai berikut : 

Fiqh siyasah :Ilmu dalam salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.12 

SKB :Surat Keputusan Bersama yang berisi Peringatan dan 

Perintah kepada penganut, anggota, atau anggota 

                                                

  

12 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 4 
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pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan 

warga masyarakat.13 

Menteri Agama :Kepala Departemen yang mempunyai tugas  

membantu Presiden dalam menyelenggarakan  

sebagian urusan pemerintahan dibidang  

Keagamaan.14 

Jaksa Agung :Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab 

tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan 

pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. 15 

Menteri Dalam Negeri :Kepala Departemen yang mempunyai tugas  

membantu Presiden dalam menyelenggarakan  

sebagian urusan pemerintahan dibidang  

pemerintahan dalam negeri.16 

Ahmadiyah  :Adalah organisasi keagamaan, gerakan  ini didirikan 

pada tanggal 23 maret tahun 1889 oleh Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian , suatu desa 

kecil di daerah Punjab, India.17 

                                                

 

13 SKB, No :3 tahun 2008, No :Kep-033/A/JA/6/2008 No :199 Tahun 2008   
14 Pasal 63 Peraturan Presiden No 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,    

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia  
15 Pasal 18 ayat 1 UU No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
16 Pasal 29 Peraturan Presiden No 9 tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,    

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia  
17 Burhanuddin, Asep,  Ghulam Ahnad Jihad Tanpa Kekerasan, h. 37 
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Dari judul diatas peneliti mencoba untuk mencari titik temu antara apa 

yang pernah dilakukan oleh seorang khalifah dalam pemerintahan Islam dan apa 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tentang 

penyelewengan agama.     

G. Metode Penelitian 

1. Data yang Dihimpun  

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Bibliography 

research), dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan 

mendeskripsikan data yang berupa undang-undang, buku dan literatur-literatur 

yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai tata 

negara dan Surat Keputusan Bersama, kemudian dilakukan analisis deduktif 

terhadap Surat Keputusan Bersama menurut tinjauan fiqh Siyasah. 

2. Sumber Data 

Mengenai sumber data perlu dibedakan antara sumber data primer 

dengan sumber data skunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang asli 

dari data sejarah, data primer merupakan sumber-sumber dasar yang 

merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Sumber primer tersebut 

meliputi : 
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1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 

Presiden dan PeraturanPresiden sebagai Undang-Undang 

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen 

ke empat 

3. Buku karangan Libertus Jehani, Tanya Jawab SKB 2 Menteri, 

Tangerang, Visimedia, 2006 

4. Buku karangan A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah; mengapa 

ahmadiyah tidak langsung dibubarkan, yogyakarta:penerbit Narasi 

2008  

5. Buku karangan Asep Burhanuddin yang berjudul, Ghulam Ahmad 

Jihad Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: LKis, 2005 

6. Buku karangan Ibnu Taimiyah. Al Amru bil Ma’ru>f wan Nahyu anil 

Mungka>r, Wizarah Syuun al-Islamiyah 

7. Buku karangan Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-

Wilayah ad-diniyyah, Bairut: Daar El-Kitab Al Araby  

8. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.   
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b. Sumber Skunder   

Sumber skunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau 

catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya.18 Data 

skunder adalah data yang  lain tetapi ada relevansi dan korelasi dengan 

pembahasan dan obyek yang di kaji penulis. Adapun data skundernya 

Antara lain sebagai berikut : 

1. C.S.T. Kansil, Hukum Tatanegara Republik Indonesia, Jakarta:Bina 

Aksara, 1986 

2. Imam al-Ghozali, Ringkasan Ihya’ulumuddin cet I, diterjemahkan 

Abu Fajar al-Qalami, Surabaya:Gita media Press 2003 

3. B.Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan 

Dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003 

4. Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1996 

5. Buku karangan Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara 

Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 

2007 

6. Dan beberapa buku lainnya yang dirasa relevan dengan penulisan ini.   

                                                

 

18 Moch. Nazir, Metode Penelitian, h. 58 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 

menghimpun data, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara 

mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan 

melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut : 

a. Membaca dan mempelajari ketentuan undang-undang Nomor 

1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 

Agama. 

b. Mencari dan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan surat 

keputusan bersama (SKB).  

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara : 

a. Editing, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara 

cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman 

kesatuan atau kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka 

paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam autline sehingga 

dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif. 
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c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut 

menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan-urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian 

data.19 Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif analitis. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan 

dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan 

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi 

masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 

skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan 

                                                

 

19 Lexy j. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



  
15

 
tiap bab sebagian akan diuraikan mejadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, 

secara garis besarnya sebagai berikut :  

Bab I : Adalah berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : Adalah Landasan teori berisi tentang amar ma’ru>f nahi munka>r. 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, 

dan kaidah-kaidah dalam beramar ma’ru>f nahi munka>r.  

Bab III : Adalah data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang dikeluarkannya SKB, isi Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 

terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.     

Bab IV : Adalah berisi tentang Analisis fiqh siyasah terhadap Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Bab V  :  Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran     
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BAB II 

PRINSIP AMAR MA’RU<F NAHI MUNKA<R 

A. Pengertian amar ma’ru>f nahi munka>r. 

Menurut Muhammad Izzah Dirwazah pengertian dari ma’ru>f adalah:  

                        

Artinya:Ma’ru>f itu segala sesuatu yang dikenal baik, bahwa ia patut, baik dan 
bermamfaat dari akhla>q, kebiasaan dan semua amal yang kembali fa>idah 
dan mamfaatnya pada diri sendiri dan masyarakat umum. 1  

Sedangkan pengertian dari pada munka>r adalah: 

                

Artinya: Munka>r itu adalah segala sesuatu yang dikenal jahat, membahayakan 
orang dan perbuatan jelek baik dari segi akhla>q dan kebiasaan, dan segala 
amal kembali bencana dan bahayanya atas diri sendiri dan masyarakat 
pada umumnya. 2  

Berangkat dari definisi diatas maka pengertian amar ma’ru>f berarti 

menyerukan kepada kebajikan, yaitu mengajak, menghimbau, memerintahkan, 

menyuruh atau menuntut dilakukannya segala perbuatan yang baik menurut 

syariat Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah swt. Sedangkan nahi 

munka>r berarti mencegah perbuatan munka>r, yaitu mencegah, melarang, 

menjauhkan, menentang, mengancam, melawan, menegur atau menyudahi 

terjadinya segala perbuatan yang buruk menurut syariat Islam dan menjauhkan 

                                                

 

1 Abu Bakar Muhammad, Hadis| Tarbawi Juz III, h. 11 
2 Ibid,  h. 11 
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pelakunya dari Allah swt. Amar ma’ru>f nahi munka>r merupakan salah satu 

prinsip ajaran Islam tentang hidup bermasyarakat dan bernegara.3  

B. Dasar hukum kewajiban amar ma’ru>f nahi munka>r. 

1. Dalil Al-Qur’an 

Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menerangkan kewajiban amar ma’ru>f 

nahi munka>r antara lain: 

                

Artinya:Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ru>f dan mencegah dari yang 
munka>r merekalah orang-orang yang beruntung.  (QS. al-Imran:104). 4  

Dalam berbagai ayat al-Qur’an lainnya Allah swt telah melukiskan umat 

Islam sebagai kelompok yang melaksanakan amar ma’ru>f nahi munka>r seperti 

ayat:  

                        

Artinya:Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ru>f, dan mencegah dari yang munka>r, dan 
beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

                                                

 

3 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran,Sejarah dan Pemikiran, h. 15  
4 Depag-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,, h.93  
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baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. A>li-Imra>n:110). 5 

Dalam ayat ini penyebutan amar ma'ru>f dan nahi munka>r lebih 

didahulukan daripada penyebutan iman, padahal iman merupakan asas dari 

agama. Hal ini karena iman kepada Allah itu merupakan ketentuan yang bersifat 

umum (dimiliki) semua umat Ahlul-Kitab, tetapi amar ma’ru>f nahi munka>r 

merupakan kemuliaan umat Islam. Umat Islam adalah umat dakwah dan risalah, 

tugasnya menyebarkan yang ma'ru>f dan memperkuatnya, dan mencegah yang 

munka>r serta merubahnya menjadi kebaikan. 6 

Allah swt berfirman: 

                   

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami 
selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan 
kepada orang-orang yang z}alim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu 
berbuat fasik. (QS. al- A’ra>f: 165). 7  

         

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ru>f, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. al- A’ra>f: 199). 8  

                                                

 

5 Ibid, h. 94 
6 www. Manhaj Salam.com 
7 Depag-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,,  h. 248 
8 Ibid, h. 255 
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Dalam menjelaskan ciri-ciri secara umum bagi masyarakat mukmin yang 

berbeda dengan masyarakat kafir dan munafik, al-Qur'an berbicara dalam sura>h 

at-Taubah: 

                         

Artinya:Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ru>f, mencegah dari yang munka>r, 
mendirikan s}alat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (at-Taubah: 71). 9  

Di antara keindahan ayat ini ialah  dengan menyertakan mu’minah di 

samping mu’minin dan menjadikan kasih sayang serta saling mendukung antara 

mereka, serta membebankan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan 

tugas amar ma’ru>f nahi munka>r, dan mendahulukan tugas itu atas s}alat dan 

zakat. Hal ini karena amar ma'ru>f dan nahi munka>r merupakan ciri utama bagi 

masyarakat Islam. Islam tidak menghendaki mereka baik hanya untuk diri 

sendiri, sementara mereka tidak berupaya untuk memperbaiki orang lain. Dalam 

hal ini Allah menjelaskan dalam Surat al-As}r: 

 

. 

    

. 

        

 .  

                                                

 

9 Ibid. h. 291  
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Artinya:Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran. (QS. al-As}r:1-3). 10 

Dalam Surat al- Ha>j ayat ke 41 Allah swt meletakkan amar ma'ru>f dan 

nahi munka>r setelah s}alat dan zakat, ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip 

ini sehingga Allah menyandingkannya dengan pilar agama; 

                 

Artinya: … (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di 
muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan 
kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al- Ha>j: 41) 11  

Mengenai kewajiban amar ma’ru>f nahi munka>r para ulama’ berbeda 

pendapat, sebagian berpendapat bahwa amar ma’ru>f nahi munka>r wajib 

dilakukan oleh setiap umat Islam dengan kadar kemampuannya, pendapat ini 

didasarkan pada surat a>li-Imra>n ayat 110 yang mewajibkan dengan kata (Kamu 

adalah umat yang terbaik). Sedangkan menurut Jumhurul ulama’  kewajiban 

melaksanakan amar ma’ru>f nahi munka>r tidak diwajibkan kepada semua umat 

Islam dengan kata lain hukumnya adalah fard}u kifa>yah pendapat ini didasarkan 

pada surat a>li imra>n ayat 104 yang mewajibkan dengan kalimat “Hendaklah ada 

                                                

 

10 Ibid, h. 1099 
11 Ibid, h. 518 
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di antara kamu!” adalah suatu perintah yang berkonotasi  bahwa amar ma’ru>f 

nahi munka>r adalah fard}u kifa>yah, bukan fard}u ain, dengan pengertian seperti itu 

jika dalam suatu masyarakat ada yang melakukannya, maka yang lainnya tidak 

terbebani oleh perintah untuk beramar ma’ru>f nahi munka>r. 12    

2. Dalil Hadis| 

Sedangkan hadis|  yang menjelaskan tentang amar ma’ru>f nahi munka>r 

antara lain berbunyi: 

    

- 

  

- : 

       

: 

                  

 : 

      

. 

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudry berkata, saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemunkaran, 
maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika 
tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, 
jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah 
keimanan yang paling lemah” (HR. Muslim). 13 

Hadis||| ini adalah hadis||| jami’ (mencakup banyak persoalan) dan sangat 

penting dalam syariat Islam, bahkan sebagian ulama’ mengatakan, hadis||| ini 

pantas untuk menjadi separuh dari agama (syariat), karena amalan-amalan 

syariat terbagi dua: ma’ru>f (kebaikan) yang wajib diperintahkan dan 

                                                

 

12 Abdul Qa>dir Audah, Attasyri’ al-Jina’I al-Islami, h. 426 
13 Muslim Ibn al-Hajja>j, Kitabul Iman Bab Kaunil Ma’ru>f, h. 87 
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dilaksanakan, atau munka>r (kemunkaran) yang wajib diingkari, maka dari sisi ini, 

hadis||| tersebut adalah separuh dari syariat. 14  

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya maksud dari hadis||| 

ini adalah, tidak tinggal sesudah batas pengingkaran ini (dengan hati) sesuatu 

yang dikategorikan sebagai iman sampai seorang mu’min itu melakukannya, 

akan tetapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan, 

bukanlah maksudnya, bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu dia 

tidak memiliki keimanan sama sekali, oleh karena itu Rasulullah bersabda, 

“tidaklah ada sesudah itu”, maka beliau menjadikan orang-orang yang beriman 

tiga tingkatan, masing-masing di antara mereka telah melakukan keimanan yang 

wajib atasnya, akan tetapi yang pertama (mengingkari dengan tangan) tatkala ia 

mampu maka yang wajib atasnya lebih sempurna dari apa yang wajib atas yang 

kedua (mengingkari dengan lisan), dan apa yang wajib atas yang kedua lebih 

sempurna dari apa yang wajib atas yang terakhir, maka dengan demikian 

diketahui bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan yang wajib atas 

mereka sesuai dengan kemampuannya beserta sampainya khitab (perintah) 

kepada mereka.15  

Dalam hadis|||  lain juga dijelaskan,   

                                                

 

14 Al- Thufi,  At- Ta’yin fi Syarhil Arba’in,  h. 292  
15 Majmu’ Fatawa Juz VII. h. 427 
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- 

  
-: 

        

. 

  

: 

          

Artinya:Salah seorang berkata kepada Ibnu Mas’u>d, “binasalah orang yang tidak 
menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemunkaran”, lalu 
Ibnu Mas’u>d berkata, “Justru binasalah orang yang tidak mengetahui 
dengan hatinya kebaikan dan tidak mengingkari dengan hatinya 
kemunkaran.” (Riwayat Ibnu Abi Syaibah). 16 

Dari hadis|||   dan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas 

menunjukkan bahwa amar ma’ru>f dan nahi munka>r merupakan karakter orang 

yang beriman. Dalam mengingkari kemunkaran terdapat tiga tingkatan: 

1. Mengingkari dengan tangan (kekuasaan). 

2. Mengingkari dengan lisan (memberi pengertian dan nasehat). 

3. Mengingkari dengan hati (merasa tidak suka dengan kemunkaran 

yang dilihat) 

Tingkatan pertama dan kedua wajib bagi setiap orang yang mampu 

melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis| di atas, dalam hal ini 

seseorang apabila melihat suatu kemunkaran maka ia wajib mengubahnya 

dengan tangan (kekuasaan) jika ia mampu melakukannya, seperti seorang 

penguasa terhadap bawahannya, kepala keluarga terhadap istri, anak dan 

keluarganya, dan mengingkari dengan tangan bukan berarti dengan kekerasan. 

Adapun dengan lisan seperti memberikan nasihat yang merupakan hak di antara 

                                                

 

16 Abi Syaibah, Mus}haf,  Juz VIII, h. 667 
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sesama muslim dan sebagai realisasi dari amar ma’ru>f dan nahi munka>r itu 

sendiri, baik menggunakan tulisan yang mengajak kepada kebenaran dan 

membantah syubuha>t (kerancuan) dan segala bentuk kebat}ilan. Adapun 

tingkatan terakhir (mengingkari dengan hati) artinya adalah membenci 

kemunkaran- kemunkaran tersebut, ini adalah kewajiban yang tidak gugur atas 

setiap individu dalam setiap situasi dan kondisi apapun, oleh karena itu barang 

siapa yang tidak mengingkari dengan hatinya maka ia akan binasa.17 

C. Syarat subyek amar ma’ru>f nahi munka>r 

Abdul Qadir Audah rahimahullah menyebutkan tiga syarat yang 

disepakati oleh para ulama’ yang harus ada pada setiap pelaku amar 

ma’ru>f dan nahi munka>r (A>mir dan Nahy atau dafi’). Ketiga syarat itu adalah: 

mukallaf, memahami, dan bebas dari tekanan; mengimani agama Islam; dan 

memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma’ru>f dan nahi munka>r itu. Jika 

tidak, maka kewajibannya adalah menolak dengan hati.  

Adapun syarat yang tidak semua ulama’ menyepakatinya adalah: 

pertama, sifat 'adalah, yakni sifat s}alih, taqwa>, dan terpercaya. Tentang ini, Sa'id 

bin Jubair mengatakan, "Jika amar ma'ru>f dan nahi munka>r hanya dilakukan oleh 

orang yang sempurna segala sesuatunya, maka niscaya tidak akan ada seorang 

pun yang melakukannya." Kedua, idzin imam (pemimpin). Ini juga termasuk 

yang diperselisihkan. Jumhur ulama’ tidak mensyaratkan hal ini. 

                                                

 

17 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ Ulumuddin, h. 172 
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D. Syarat dan kaidah dasar beramar ma’ru>f nahi munka>r 

Dalam melakukan amar ma’ru>f tidak ada syarat dan waktu yang 

ditentukan, karena amar ma’ru>f merupakan nasehat dan memberikan pengertian 

dan ini bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan nahi munka>r mempunyai syarat –

syarat yang harus ada untuk melakukan pencegahan, syarat-syarat itu antara lain:  

a. Perbuatan tersebut benar-benar suatu kemunkaran, baik kecil atau besar. 

Maksudnya, mencegah kemunkaran tidak khusus terhadap dosa besar 

saja, tetapi mencakup juga dosa kecil, dan juga tidak disyaratkan kemunkaran 

tersebut berbentuk maksiat, barang siapa yang melihat anak kecil atau orang gila 

sedang meminum khamr maka wajib atasnya menumpahkan khamr tersebut dan 

melarangnya, begitu juga jika seseorang melihat orang gila melakukan zina 

dengan seorang perempuan gila atau binatang, maka wajib atasnya mengingkari 

perbuatan tersebut sekalipun dalam keadaan sendirian, sementara perbuatan ini 

tidak dinamakan maksiat bagi orang gila. 

b. Kemunkaran tersebut masih ada 

Maksudnya, Kemunkaran tersebut betul ada ketika seorang yang bernahi 

munka>r melihatnya, apabila si pelaku telah selesai melakukan kemunkaran 

tersebut maka tidak boleh diingkari kecuali dengan cara nasihat, bahkan dalam 

keadaan seperti ini lebih baik ditutupi, sebagaimana sabda Rasulullah saw, 
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Artinya: “Barang siapa yang menutupi (kesalahan) seorang muslim, maka 
Allah akan menutupi (dosa dan kesalahan)nya di dunia dan akhirat.” 
(HR. Muslim) 18 

Seperti seseorang yang telah selesai minum khamr kemudian mabuk, 

maka tidak boleh diingkari kecuali dengan cara menasihati apabila ia telah sadar, 

dan ini (menutupi kesalahan dan dosa seorang muslim) tentunya sebelum hukum 

dan permasalahan tersebut sampai ke tangan pemerintah atau pihak yang 

berwenang, atau orang tersebut seseorang yang berwibawa dan tidak dikenal 

melakukan kemunkaran dan keonaran, apabila permasalahan tersebut telah 

sampai ke tangan pemerintah dengan cara yang syar’i, dan orang tersebut 

diketahui melakukan kerusakan, kemunkaran dan keonaran, maka tidak boleh 

ditutupi dan diberi pertolongan. Adapun kemunkaran yang diperkirakan akan 

muncul dengan tanda-tanda dan keadaan tertentu, maka tidak boleh diingkari 

kecuali dengan cara menasehatinya. 

c. Kemunkaran tersebut nyata tanpa dimata-matai. 

Maksudnya, Tidak boleh memata-matai suatu kemunkaran yang tidak 

jelas untuk diingkari, seperti seseorang yang menutupi maksiat dan dosa di 

dalam rumah dan menutup pintunya, maka tidak boleh bagi seorang pun 

                                                

 

18 Sunan Ibnu Majah, Al-Hudud Bab Al-Sitru Ala Al-Mu’min Wa Daf’i Al-Hudud Bi Al-
Syubhat, juz VI, h.438 
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mencurigai dan memata-matainya untuk mengingkari, karena Allah ta’ala 

melarang kita untuk memata matai, Allah swt berirman: 

                                  

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Hujuraat: 12) 19  

Persyaratan pengertian ini diambil dari hadis|||  di atas, ( ), 

Manthuq (lafadznya) menjelaskan bahwa pengingkaran berkaitan dengan 

penglihatan, Mafhumnya (kebalikannya) barang siapa yang tidak melihat maka 

tidak wajib mengingkari. 

d. Kemunkaran tersebut suatu yang disepakati, bukan permasalahan khilafiyah 

Maksudnya, jika permasalahan yang dianggap munkar tersebut masih 

mengandung  unsur khila>fiyah, perbedaan pendapat ulama’ dalam menilainya 

maka tidak boleh bagi yang melihat untuk mengingkarinya, kecuali 

permasalahan yang khila>f di dalamnya sangat lemah yang tidak berarti sama 

                                                

 

19 Depag-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,, h. 847 
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sekali, maka ia wajib mengingkarinya, sebab tidak semua khila>f yang bisa 

diterima, kecuali khila>f yang memiliki sisi pandang yang jelas. Sebagai contoh: 

Jika anda melihat seseorang memakan daging unta kemudian ia berdiri dan 

langsung s}alat, jangan diingkari, sebab ini adalah permasalahan khila>fiyah. 20 

Di antara contoh permasalahan yang khila>fiyah yang tidak berarti, dan 

sebagai sarana untuk berbuat suatu yang diharamkan seperti nikah mut’ah 

(kawin kontrak) dan ini adalah suatu cara untuk menghalalkan zina, bahkan 

sebagian ulama’ mengatakan ini adalah perzinaan yang nyata. Dalam hal ini 

ulama’ ahlus sunnah sepakat tentang haramnya nikah mut’ah kecuali kaum 

Syi’ah (Rafidhah), dan perbedaan pendapat  di sini merupakan hal yang biasa 

dalam ilmu fiqh jadi tidak perlu adanya amar ma’ru>f nahi munka>r. 

Dalam melakukan amar ma’ru>f dan nahi munka>r ada kaidah penting dan 

prinsip dasar yang harus diperhatikan, jika tidak diindahkan niscaya akan 

menimbulkan kemunkaran yang lebih besar dan banyak: 

1. Pertimbangan amar ma’ru>f nahi munka>r antara maslahat dan mafsadat 

Ini adalah kaidah umum dalam syariat Islam, maksudnya ialah seseorang 

yang beramar ma’ru>f dan nahi munka>r ia harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat dari perbuatannya tersebut, 

                                                

 

20 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ Ulumuddin, terj al- Qalami, h. 174 
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jika maslahat yang ditimbulkan lebih besar dari mafsadatnya maka ia boleh 

melakukannya, tetapi jika menyebabkan kejahatan dan kemunkaran yang lebih 

besar maka haram ia melakukannya, sebab yang demikian itu bukanlah sesuatu 

yang di perintahkan oleh Allah swt sekalipun kemunkaran tersebut berbentuk 

suatu perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. 

Menurut Ibnu Taimiyah, Jika amar ma’ru>f dan nahi munka>r merupakan 

kewajiban dan amalan sunnah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang 

wajib dan sunnah hendaklah maslahat di dalamnya lebih kuat/besar dari 

mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan dengan 

membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang 

diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-

orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, dan 

mencela orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila  mafsadat amar ma’ru>f 

dan nahi munka>r lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang 

diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang 

haram, sebab seorang mu’min hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam 

menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka, dan 

inilah makna firman Allah: 
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Artinya:Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang 

sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah 
mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, 
Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.  
(QS>. al-Maidah: 105). 21 

Imam Ibnu Qoyyim berkata, “Jika mengingkari kemunkaran 
menimbulkan sesuatu yang lebih munkar dan di benci oleh Allah dan Rasul-Nya, 
maka tidak boleh dilakukan, sekalipun Allah membenci pelaku kemunkaran dan 
mengutuknya”.  22 

Oleh karena itu perlu dipahami dan diperhatikan empat tingkatan dalam 

mencegah kemunkaran berikut ini: 

1. Hilangnya kemunkaran secara total dan digantikan oleh kebaikan. 

2. Berkurangnya kemunkaran, sekalipun tidak tuntas secara keseluruhan. 

3. Menimbulkan  kemunkaran yang serupa. 

4. Menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. 

Pada tingkatan pertama dan kedua disyariatkan untuk beramar ma’ru>f 

nahi munka>r, tingkatan ketiga butuh ijtiha>d, sedangkan yang keempat dilarang 

dan haram melakukannya. 23   

                                                

 

21 DEPAG-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.180 
22 Ibnu Qayyim  I’la>mul Muwaqqi’in, h.34  
23 Al-Utsaimin, Syarh Arba’in Nawawiyah,  h. 255  
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E. Tahapan dan metode penerapan nahi munka>r 

Ada beberapa tahapan yang harus diterapkan dalam melaksanakan amar 

ma’ru>f nahi munka>r, tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan oleh a>mir dan nahiy 

atau dafi’ (subyek amar ma’ru>f dan nahi munka>r), antara lain: 24 

1. Melakukan penyadaran dan pemahaman (taa>ruf  dan ta’rif) 

Dalam melakukan tahapan awal seorang dafi’ atau nahy (subyek) nahi 

munka>r harus memberikan penjelasan atau pengertian bahwa yang dilakukan 

oleh seseorang itu merupakan kemunkaran karena banyak orang yang tidak 

mengerti bahwa perbuatannya itu sesuatu yang dilarang.   

2. Menyampaikan nasihat dan pengarahan 

Jika penjelasan dan pengertian tentang ketentuan-ketentuan Allah yang 

harus ditaati sudah disampaikan, maka langkah berikutnya adalah 

menasehati dan memberikan bimbingan. Cara ini dilakukan Rasulullah 

terhadap seorang pemuda yang ingin melakukan zina dan terhadap orang 

Arab yang kencing di Masjid. 

3. Memberikan peringatan keras atau kecaman 

Hal ini dilakukan jika ia tidak menghentikan perbuatannya dengan 

sekadar kata-kata lembut dan nasehat halus. Dan ini boleh dilakukan 

dengan dua syarat: memberikan kecaman hanya manakala benar-benar 

dibutuhkan dan jika cara-cara halus tidak ada pengaruhnya. Dan, tidak 

                                                

 

24 Abdul Qa>dir Audah, Attasyri’ al-Jina’I al-Islami, h. 435 
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mengeluarkan kata-kata selain yang benar dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

4. Merubah dengan tangan atau kekuasaan 

Tahapan ini bagi orang yang memiliki walayah (kekuasaan, kekuatan). 

Untuk melakukan hal ini ada dua catatan, yakni: pertama, tidak 

secara langsung melakukan tindakan dengan tangan (kekuasaan) selama ia 

dapat menugaskan si pelaku kemunkaran untuk melakukannya. Jadi, 

janganlah si pencegah kemungaran itu menumpahkan sendiri khamr, 

misalnya, selama ia bisa memerintahkan peminumnya untuk melakukannya. 

kedua, melakukan tindakan hanya sebatas kebutuhan dan tidak 

boleh berlebihan. Jadi, kalau bisa menghentikan kemunkarannya tidak perlu 

memusuhinya. 

5. Memberikan ancaman pemukulan 

Ancaman diberikan sebelum terjadi tindakannya itu sendiri, selama itu 

mungkin untuk dilakukan dan dapat menghindari terjadinya kemunkaran. 

6. Memerangi 

Memerangi ini dilakukan ketika tahapan-tahapan di atas sudah tidak bisa 

untuk menghentikan kemunkaran, jadi diperlukan tindakan yang tegas 

dengan cara memerangi. 

Orang  yang melakukan baik amar ma’ru>f (a>mir) maupun nahi munka>r 

(dafi’)  harus memiliki kriteria berikut ini: 
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1. Berilmu 

Amar ma’ru>f dan nahi munka>r adalah ibadah yang sangat mulia, dan 

sebagaimana yang dimaklumi bahwa suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah 

kecuali apabila ikhlas} kepada-Nya dan sebagai amal yang s}aleh, suatu amalan 

tidak akan mungkin menjadi amal s}aleh  kecuali apabila berlandaskan ilmu yang 

benar. Karena seseorang yang beribadah tanpa ilmu maka ia lebih banyak 

merusak daripada memperbaiki, karena ilmu adalah imam amalan, dan amalan 

mengikutinya. 

Syaikhul islam berkata yang artinya:  

“Jika ini merupakan definisi amal s}aleh (yang memenuhi persyaratan 
ikhlas} dan ittiba’) maka seseorang yang beramar ma’ru>f dan nahi munka>r wajib 
menjadi seperti ini juga terhadap dirinya, dan tidak akan mungkin amalannya 
menjadi amal saleh jika ia tidak berilmu dan paham, dan sebagaimana yang 
dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, “Barang siapa yang beribadah kepada 
Allah tanpa ilmu maka apa yang dirusaknya lebih banyak dari apa yang 
diperbaikinya,” dan dalam hadis|||  Mu’az |||   bin Jabal, “Ilmu adalah imam amalan, 
dan amalan mengikutinya,” dan ini sangat jelas, karena sesungguhnya niat dan 
amalan jika tidak berlandaskan ilmu maka ia adalah kebodohan, kesesatan dan 
mengikuti hawa nafsu… dan inilah perbedaan antara orang-orang jahiliyah dan 
orang-orang Islam.”  25 

Ilmu di sini mencakup ilmu tentang kebaikan dan kemunkaran itu sendiri, 

bisa membedakan antara keduanya dan ilmu tentang keadaan yang diperintah 

dan yang dilarang.  

                                                

 

25 Ibnu Taimiyah, Al-Amru bil Ma’ru>f wan Nahyu anil Munka>r, hal. 19 
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2. Lemah lembut dan penyantun. 

Seorang yang melakukan amar ma’ru>f dan nahi munka>r hendaklah 

mempunyai sifat lemah lembut dan penyantun, sebab segala sesuatu yang 

disertai lemah lembut akan bertambah indah dan baik, dan sebaliknya jika 

kekerasan menyertai sesuatu maka akan menjadi buruk atau tidak baik, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw; 

              

Artinya: Sesungguhnya tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali akan 
menghiasinya, dan tidaklah dicabut (hilang) dari sesuatu kecuali akan 
membuatnya jelek.” (HR. Muslim). 26 

 : 

                      

Artinya: Sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Ia menyukai sifat penyantun 
(lemah lembut) dalam segala urusan, dan memberikan dalam lemah 
lembut apa yang tidak diberikan dalam kekerasan dan apa yang tidak 
diberikan dalam selainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 27 

     

-

 

-: 

                       

: 

      

 .  

Artinya:Imam Ahmad berkata, “Manusia butuh kepada muda>ra>h 
(menyikapinya dengan lembut) dan lemah lembut dalam amar ma’ruf 

                                                

 

26 Imam Muslim, S}ahih Muslim Bab Fadlu al-Rifq, juz Xii, h. 487  
27 Imam Bukhari, S}ahih Bukhari,Bab Id Aradla al- Z|||immi Wa Ghairihi Bi Sababi al-Nabi, 

Juz XXI, h. 247  
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dan nahi munkar, tanpa kekerasan kecuali seseorang yang terang-
terangan melakukan dosa, maka wajib atasmu melarang dan 
memberitahunya, karena dikatakan, ‘orang fasik tidak memiliki 
kehormatan’ maka mereka tidak ada kehormatannya” .  28 

 

: 

                 

Artinya:Mesti ia menyeru dengan lemah lembut dan merendahkan diri, jika 
mereka memperdengarkan (memperlihatkan) kepadanya apa yang 
dibenci jangan ia marah, karena (kalau marah) berarti ia ingin 
membalas untuk dirinya sendiri.”  29 

3. Sabar. 

Seseorang yang melakukan amar ma’ru>f dan nahi munka>r (muh}tasib) 

harus mempunyai sifat yang sabar, sebab sudah merupakan sunnatulla>h bahwa 

setiap orang yang mengajak kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegah dari 

kemunkaran pasti akan menghadapi bermacam-macam cobaan dan rintangan, 

jika seorang muh}tasib tidak bersabar dalam menghadapinya maka kerusakan 

yang ditimbulkan lebih banyak dari kebaikannya. Sebagaimana firman Allah 

tentang wasiat Luqman al-Hakim terhadap anaknya; 

                    

Artinya :Hai anakku, Dirikanlah s}alat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan 

                                                

 

28 Ibnu Rajab, Jami’ Ulum Wal Hikam, h. 272 
29 Ibid, 272 
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bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (QS. 
Luqman: 17). 30 

Oleh karena itu Allah swt memerintahkan para rasul-Nya di mana mereka 

sebagai suritauladan bagi orang yang beramar ma’ru>f dan nahi munka>r untuk 

bersabar, sebagaimana firman Allah kepada nabi Muhammad saw: 

   

.

  

.

  

.

  

.

  

. 

   

. 

  

.  

Artinya:Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah 
peringatan! dan tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah, 
dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi 
(dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan untuk 
(memenuhi perintah) tuhanmu, bersabarlah. (QS. Muddas|||si|r: 1-7). 31 

Maka, siapa yang beramar ma’ru>f tapi tidak sabar, atau sabar tetapi tidak 

beramar ma’ru>f, atau tidak beramar dan tidak bersabar, maka akan timbul dari 

ketiga macam ini kerusakan, kebaikan itu hanya terdapat dalam melaksanakan 

amar ma’ru>f nahi munka>r kepada kebaikan dan bersabar.32 

Ketiga karakter di atas, ilmu, lemah-lembut, dan sabar, urutannya adalah  

ilmu sebelum menyeru dan melarang, dan lemah-lembut bersamanya, dan sabar 

sesudahnya, sekalipun masing-masing dari ketiga karakter tersebut harus ada 

                                                

 

30 Depag-RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 655 
31 Ibid, h. 992 

32 Ibnu Muflih, Al-Ada>busy Syar’iyah juz I, h. 181 
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pada setiap situasi dan kondisi, hal ini sebagaimana yang dinukilkan dari ulama’ 

salaf: 

                                

. 

Artinya:Tidaklah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran 
kecuali orang yang berilmu (memahami) apa yang ia serukan, dan 
memahami apa yang dia larang, dan berlemah lembut di dalam apa yang 
ia serukan, dan berlemah lembut dalam apa yang ia larang, dan santun 
dalam apa yang ia serukan dan santun dalam apa yang ia larang. 33       

                                                

 

33 Ibid, h.213 
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BAB III 

LATAR BELAKANG DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN 

BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENTERI 

DALAM NEGERI    

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tentang Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia 

Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah organisasi keagamaan dengan ruang 

lingkup internasional yang telah memiliki cabang di 178 negara dengan jumlah 

anggota tidak kurang dari 200 juta yang tersebar di Afrika, Amerika Utara, 

Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Eropa.  Ahmadiyah di dirikan pada tanggal 

23 maret tahun 1889 oleh H}adhrat Mirza Ghulam Ah}mad (1835-1908) di Qadia>n , 

suatu desa kecil di daerah Punjab, India. 1 Nama pergerakan ini diambil dari salah 

satu nama nabi Muhammad saw yaitu Ah}mad dan bukan dari nama pendirinya 

(Mirza Ghulam Ah}mad). Hal ini mirip dengan Muhammadiyah, ia mendakwahkan 

dirinya sebagai pembaharu (mujaddid) dan Mirza Ghulam Ah}mad menganggap 

dirinya sebagai al-Masih dan al-Mahdi yang dijanjikan kehadirannya di akhir 

zaman untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Itulah sebabnya gelar masih 

Mau’u>d selalu melekat di depan nama Mirza Ghulam Ah}mad. 

                                                

  

1 Asep Burhanuddin, Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan, h. 37 
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Sekitar enam tahun setelah pendiri Ahmadiyah wafat tahun 1914M, 

pengikutnya mulai mengalami kegoncangan pertama, terjadi perbedaan pendapat 

di antara para pengikutnya hingga Ahmadiyah terpecah menjadi dua, Ahmadiyah 

Qodiyan dan Ahmadiyah Lahore. Keduannya sama-sama mengakui bahwa Mirza 

Ghulam Ah}mad sebagai Isa al-Masih yang dijanjikan oleh nabi Muhammad saw. 

Perbedaan keduanya terletak pada keyakinan mengenai status kenabian Mirsa 

Ghulam Ah}mad. Ahmadiyah Qadian secara umum mempercayai Mirza Ghulam 

Ah}mad adalah seorang nabi setelah Muhammad saw, sementara Ahmadiyah 

Lahore yakin bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah seorang pembantu ajaran 

(mujaddid) dan bukanlah seorang nabi. 2  

Ciri dari gerakan ini adalah berorientasi pada pembaharuan pemikiran 

yang bercorak libral. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa pemikiran-

pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bercorak rasional terutama dalam 

kajianya  mengenai masalah aqidah, seperti kajian kenabian, wahyu, penjelmaan 

al-Masih Ibnu Maryam dan kemahdian Ahmadiyah. 3 Gerakan Jemaat Ahmadiyah 

berusaha membangun sebuah struktur kepercayaan dan praktek keagamaan baru 

yang berbeda dengan mainstream Islam pada umumnya, ia berusaha memberikan 

sebuah orientasi yang berbeda terhadap seluruh aspek kehidupan agama, ia 

memberikan kepada para pengikutnya seorang nabi yang baru, 4 sebuah faham 

                                                

 

2 A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah, h.52  
3 Muslih Fathoni, Faham Mahdi Syi’ah dan Ahmadiyah Dalam Perspektif, h. 157  
4 WAMY, Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, h. 302. 
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pengabdian dan loyalitas yang baru, sebuah misi agama yang baru, ritual-ritual 

keagamaan yang baru serta pemimpin dan pahlawan yang baru, ciri-ciri ini yang 

menjadikan Ahmadiyah berbeda dengan semua aliran dan sekte yang pernah ada 

dalam sejarah Islam. Adanya Ahmadiyah merupakan contoh nyata Ahmadiyah 

mempunyai tempat suci tersendiri di India, mempunyai nabi sendiri yang 

dijadikan imam, serta cara yang berbeda dengan Islam pada umumnya. 

Ahmadiyah meletakkan fondasi umat yang baru yang berlandaskan pada ajaran-

ajaran agama baru dan sebuah tatanan kehidupan Islam yang baru versi Mirza 

Ghulam Ah}mad yang penuh kontroversi. 5  Pada tahun 1980 Mejelis Ulama 

Indonesia (MUI) memutuskan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan  

dan berada di luar Islam. 6 

Mirza Ghulam Ah}mad boleh dikatakan menjadi pangkal perselisihan 

antara warga Ahmadiyah  dengan umat Islam lainnya, kontroversi mengenai 

keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ah}mad sebagai 

nabi setelah nabi Muh}ammad saw, menyebabkan ketidak tentraman umat Islam 

dan melahirkan kekerasan yang terjadi di mana-mana. Pada bulan September 

2002, kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia mulai terjadi, 

pemukiman warga Ahmadiyah di Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang 

massa. Kekerasan terus berlanjut, pada tanggal 18 Februari 2005 Masjid-masjid 

Ahmadiyah di Sintang, Cisalada, Ciaruteun dan Majalengka dihancurkan oleh 

                                                

  

5 Sayyid Abdul Hasan Ali Nadwi, Tikaman Ahmadiyah Terhadap Islam, h.130-131 
6 Fatwa No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia  
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massa begitu juga rumah-rumah Jemaat Ahmadiyah. 7 Jemaat  Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) ini  terus  berupaya  untuk mengembangkan pahamnya di 

Indonesia, walaupun sudah ada fatwa  MUI dan telah dilarang keberadaannya 

sehingga pada tahun 2005 ada penegasan kembali dari MUI tentang Jemaat 

Ahmadiyah yang intinya Mejelis Ulama Indonesia tetap menganggap bahwa 

Jemaat Ahmadiyah adalah aliran sesat yang menyesatkan. 8 

Pada tahun 2007 diwarnai dengan pengrusakan rumah atau masjid Jemaat 

Ahmadiyah seperti di Garut, Tasik Malaya. Kekerasan yang tak kunjung usai 

membuat Menteri Agama Maftuh Basyuni memerintahkan dialog dengan pihak 

Ahmadiyah. Sepanjang bulan September 2007 hingga Januari 2008 

diselenggarakan tujuh kali pertemuan.    Sebagai tindak lanjut dari pertemuan, 

pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengumumkan 12 butir penjelasan 

soal keyakinan Ahmadiyah terhadap kedudukan nabi Muhammad saw dalam 

pemahaman ajaran Ahmadiyah yang isinya sebagai berikut: 

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan 

dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi 

Muhammad Rasulullah saw, yaitu Asyhaduanla>-ila>ha illalla>hu wa asyha>du 

anna Muhammadar Rasullula>h, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya 

                                                

 

7 A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah, h. 59 
8 Fatwa No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia  
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tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad 

adalah Rasulullah. 

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad 

Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup). 

3. Di antara keyakinan kami bahwa Had}rat Mirza Ghulam Ah}mad adalah 

seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban 

mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas 

memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. 

4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasululla>h dalam 10 syarat bai’at yang harus 

dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud 

adalah nabi Muhammad saw, maka kami mencantumkan kata Muhammad di 

depan kata Rasululla>h. 

5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada wahyu syariat setelah Al-

Qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad. al-Quran dan sunnah nabi 

Muhammad saw adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomi. 

6. Buku Taz}kirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan 

pengalaman rohami Had}rat Mirza Ghulam Ah}mad yang dikumpulkan dan 

dibukukan serta diberi nama Taz}kirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27 

tahun setelah beliau wafat (1908). 

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan 

orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan. 
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8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut 

masjid yang kami bangun dengan nama masjid Ahmadiyah. 

9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh 

Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan 

manapun. 

10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan 

perkawinan di kantor urusan agama (KUA) dan mendaftarkan perkara 

perceraian dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan 

Agama sesuai dengan perundang-undangan. 

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan 

bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat 

dalam perh}idmatan sosial kemasyarakat untuk kemajuan Islam, bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam 

umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat 

ukhuwah islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa. 9 

Setelah pengurus besar Ahmadiyah menyampaikan 12 butir pernyataan di 

atas, bakor pakem mengawasi pernyataan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah. 

                                                

 

9 http://jurnalnasional.com  
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Hasil dari pengawasan bakor pakem sampai bulan April 2008, ternyata 

Ahmadiyah tidak melaksanakan 12 butir penjelasan pengurus besar Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan 

bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjutnya Bakor pakem kemudian 

merekomendasikan agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperintahkan dan diberi 

peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 

sesuai dengan undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965. 10 

Isi dari rekomendasi bakor pakem terhadap pemerintah sebagai berikut: 

a. Hasil dari Pemantauan bakor pakem  selama 3 bulan, ternyata Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak melaksanakan 12 butir penjelasan PB 

JAI tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggung jawab.  

b. Bakor pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah melakukan 

kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran agama Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan 

keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum. 

c. Bakor pakem merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan 

diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam 

                                                

 

10 A. Yogaswara, Heboh Ahmadiyah, h. 87 
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suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 

Dalam Negeri, sesuai dengan UU No.1 PNPS Tahun 1965. 

d. Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana tersebut pada butir 

3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor pakem merekomendasikan 

untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan 

ajarannya.  

e. Bakor pakem menghimbau kepada para  pemuka dan tokoh agama 

beserta organisasi kemasyarakatan Islam dan semua lapisan 

masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan 

menghormati proses penyelesaian masalah JAI. 11 

Ada dua alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama (SKB) terhadap Jemaat Ahmadiyah yaitu: Pertama, Ahmadiyah sudah 

mengganggu ketertiban umum dan meresahkan umat Islam, padahal kerukunan 

hidup umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa serta pemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional. Demi 

menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan umat beragama itu, 

maka pemerintah perlu mengeluarkan SKB guna menciptakan kerukunan, 

tenggang rasa dan saling menghormati antar umat beragama sesuai jiwa pancasila. 

                                                

 

11 Hasil rapat Bakor Pakem, 16 april 2008    
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Kedua, dalam rangka usaha memantapkan kerukunan hidup umat 

beragama pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap agama yang diakui. 

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 maka 

negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk  untuk memeluk agamanya masing–masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu tanpa diganggu oleh orang 

atau kelompok agama lain. Apa yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia sangat mengganggu ketertiban umum dan mengakibatkan perbuatan-

perbuatan anarkis jika tidak diatur oleh surat keputusan bersama tersebut. 12 

B. Isi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung Dan Menteri Dalam 

Negeri Tentang Jemaat Ahmadiyah 

Perbedaan keyakinan dengan umat Islam lainnya mengenai kenabian 

Mirza Ghulam Ahmad, membuat banyak pihak meminta agar pemerintah segera 

mengeluarkan Surat Keputusan yang tegas mengenai Jemaat Ahmadiyah. 

Rangkaian aksi massa yang anarkis terhadap Jemaat Ahmadiyah dan atas 

rekomendasi dari bakor pakem membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) No. 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah 

kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia dan warga masyarakat pada hari Senin tanggal 9 juni 2008 yang isinya 

sebagai berikut: 

                                                

 

12 Libertus Jehani, Tanya Jawab SKB 2 Menter, h. 23  
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Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia tentang peringatan dan perintah kepada penganut, 

anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan 

warga masyarakat 

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk 

tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum 

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari 

agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau 

anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku 

beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan 

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran 

faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi 

Muhammad saw. 

3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

(JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi 

dan badan hukumnya. 
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4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk 

menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan 

ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan 

dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau 

anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). 

5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT 

dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan 

pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. 

7. Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  

C. Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung Dan 

Menteri Dalam Negeri Tentang Jemaat Ahmadiyah Dalam Hukum Tata Negara 

Indonesia  

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-

033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah 

kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



  
49

  
Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan 

dan/atau penodaan agama yang berbunyi: 

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan 
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 
keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
Negeri.13 

Terkait dengan perimbangan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal ini 

masalah agama, Pasal 28J ayat (1) dan (2) adalah frame yang bisa dijadikan 

batasan hak asasi manusia, pasal tersebut berbunyi:  

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib k
ehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.14  

Dalam ayat berikutnya juga dijelaskan: 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis.15  

Dari pasal 28j ayat (1) dan (2) diatas dapat diartikan secara singkat 

bahwa hak seseorang akan suatu hal terikat dengan hak orang lain. Oleh 

karenanya, tidak serta merta hak seseorang dapat terwujud tanpa 

mempertimbangkan hak orang lain yang bersinggungan dengannya. 

                                                

 

13 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau penodaan agama  

14 Pasal 28 j ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
15 ibid, Pasal 28 j ayat (2) 
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Surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah berdasarkan pada pasal 7 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, menunjukkan surat keputusan bersama (SKB) tentang 

Ahmadiyah  ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal tersebut 

berbunyi: 

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 16   

Kekuatan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini didasarkan kepada 

SKB tersebut diperintah oleh Undang-undang yang lebih tinggi yaitu, Undang-

Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama.        

                                                

 

16 Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan   
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN FIQH 

SIYASAH  TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 

TENTANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA  

A. Analisis Menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Terhadap Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

1. Latar Belakang Dikeluarkannya SKB 

Sebelum mengkaji tentang latar belakang dikeluarkannya SKB penulis 

ingin mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap warga negara Indonesia 

dilindungi oleh hukum, termasuk urusan Hak Asasi Manusia  (HAM). Hal ini 

termaktub dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak 

asasi manusia yang berbunyi: 

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 
manusia, tanpa diskriminasi.1  

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia juga 

menganggap sama kedudukan warga masyarakat, pasal tersebut berbunyi: 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.2 

                                                

 

1 Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
2 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia 
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Dengan demikian tiap hal yang dilakukan di negara ini harus berdasarkan 

hukum, hukumlah yang mengatur hak serta kewajiban tiap warga negara apa pun 

jabatannya, apapun institusinya. Terkait dengan perimbangan hak asasi manusia 

di Indonesia, Pasal 28J ayat (2) adalah frame yang dapat diartikan secara singkat 

bahwa hak seseorang akan suatu hal terikat dengan hak orang lain. Pasal tersebut 

berbunyi: 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis”. 3  

Oleh karenanya, tidak serta merta hak seseorang dapat terwujud tanpa 

mempertimbangkan hak orang lain yang bersinggungan dengannya.  

Pengaturan masalah agama dalam UUD Negara Republik Indonesia dapat 

dilihat dari Pasal 28E :  

 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya serta berhak kembali”. 4   

Dan diperkuat dengan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: 

                                                

 

3 Pasal 28 J ayat (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
4 Pasal 28E UUD 1945 
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“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 5  

Pada dua pasal ini dengan tegas dinyatakan hak setiap orang dan 

kewajiban pemerintah. Sehingga menjadi hak tiap orang untuk memilih agama 

kemudian melaksanakan ajaran agamanya itu, di sisi lain pemerintah 

berkewajiban menjamin orang yang sudah memilih agamanya agar mereka dapat 

tetap menjalankan agamanya tanpa ada yang mengganggu.   

Pada kasus Ahmadiyah yang telah melakukan penafsiran atau penodaan 

terhadap agama Islam dengan mengakui kenabian Mirza Ghulam Ah}mad yang 

berkeyakinan bahwa ia menerima wahyu dari Allah swt menurut penulis sudah 

melakukan delik agama  terhadap Islam sehingga dikenai unsur-unsur yang diatur 

dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP yang berbunyi : 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa 
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 
perbuatan: 

a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama di Indonesia;  

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun 
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa 6.  

Dari pasal tersebut jelas Ahmadiyah sudah melakukan penyalahgunaan 

atau penodaan terhadap agama Islam dengan keyakinan bahwa ada nabi setelah 

nabi Muhammad saw, padahal dalam ajaran Islam nabi Muhammad merupakan 

nabi yang terakhir dan tidak akan pernah ada nabi setelahnya. 

                                                

 

5 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 
6 K.Wantjik Saleh, Pelengkap KUH Pidana. h. 103 
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Menurut penulis apa yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

mengganggu ketertiban umum yang menyebabkan ketidak tentraman umat Islam 

dan melahirkan kekerasan atau perbuatan anarkis yang akan terjadi dimana-

mana.  Hemat penulis pemerintah sebagai lembaga yang mengemban amanat 

konstitusi sudah seharusnya memberikan Peringatan dan Perintah kepada Jemaat 

Ahmadiyah sesuai dengan amanat UU PnPs No 1 tahun 1965  untuk 

menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan 

kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang 

menyimpang adalah faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya 

setelah Nabi Muhammad saw. Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang 

adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah 

Nabi Muhammad saw. 

Ada dua alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama (SKB) terhadap Jemaat Ahmadiyah yaitu: 

Pertama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia  sudah mengganggu ketertiban 

umum dan meresahkan umat Islam, padahal kerukunan hidup umat beragama 

merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan 

stabilitas nasional dan keamanan nasional. Demi menjaga stabilitas nasional dan 

demi tegaknya kerukunan umat beragama itu, maka pemerintah perlu 
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mengeluarkan Surat Keputusan Bersama guna menciptakan kerukunan, tenggang 

rasa dan saling menghormati antar umat beragama sesuai jiwa pancasila. 

Kedua, dalam rangka usaha memantapkan kerukunan hidup umat 

beragama pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap agama yang diakui. 

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29 undang-undang dasar 1945 maka negara 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.7 Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk  untuk memeluk agamanya masing–masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu tanpa diganggu oleh orang atau 

kelompok agama lain. Penulis melihat apa yang dilakukan oleh Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia sangat mengganggu ketertiban umum dan mengakibatkan 

perbuatan-perbuatan anarkis jika tidak diatur oleh surat keputusan bersama 

tersebut.    

2. Kekuatan Hukum SKB 

Yang menjadi dasar keluarnya surat keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah adalah 

undang-undang PnPs No 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan/dan 

atau penodaan agama. Pasal 1 undang-undang ini berbunyi: 

                                                

 

7 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 
56

 
”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran agama itu”.8  

Penafsiran yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah merupakan 

pelanggaran terhadap pasal 1 undang-undang nomor 1/PnPs/1965 tentang 

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sehingga mempunyai 

akibat hukum yang ditetapkan oleh pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:  

”Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah 
dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 
keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri 
Dalam Negeri”. 9 

Menurut penulis Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah ini 

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1/PnPs/1965 tentang 

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatas, jo Undang-Undang 

nomor 5 Tahun 1969, jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi: 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

                                                

 

8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama  

9 Pasal  2 ayat (1) UU PNPS No1 tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau 
Penodaan Agama 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 
57

 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi”.10 

Dari pasal tersebut diketahui bahwa SKB ini mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.11 Perundang-undangan yang dimaksud adalah pasal 2 ayat (1) 

undang-undang PnPs nomor 1 tahun 1965 tentang tentang pencegahan, 

penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama. 

Selain itu dalam pasal 3 ada ketentuan ketika SKB yang telah 

dikeluarkan tidak diindahkan maka ada sanksi pidana terhadap Jemaat 

Ahmadiyah, pasal tersebut berbunyi: 

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama 

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik 

Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau 

aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, 

maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang 

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

lima tahun”. 12 

                                                

 

10 Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 

11 Pedoman Pelaksanaan SKB  Nomor : SE/SJ/1322/2008  

12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama  
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Surat Keputusan Bersama (SKB) ini bukanlah intervensi Pemerintah 

terhadap keyakinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, melainkan upaya Pemerintah 

sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk menjaga dan memupuk 

ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu 

karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran 

faham keagamaan yang menyimpang.  

B. Analisis Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

1. Latar Belakang Dikeluarkannya SKB 

Menurut hukum tata negara Islam Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri  yang berisikan tentang 

Peringatan dan Perintah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia sangat 

penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur’an yang secara implisit 

mengamanatkan adanya lembaga yang melaksanakan peringatan dan perintah 

untuk melaksanakan kebaikan dan menjahui perkara-perkara munkar (amar 

ma’ru>f nahi munka>r), yaitu firman Allah dalam surah A>li Imra>n ayat 104 

yang berbunyi: 13  

                 

                                                

 

13 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63 
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”dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
merekalah orang-orang yang beruntung”.   

Juga dalam ayat lain Allah berfirman:  

 

.

    

.

         

.  

Artinya:Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr:1-3) 14   

Di sini menunjukkan pentingnya sebuah lembaga, atau dalam bahasa al-

Qur’an ”segolongan umat” yang menjalankan fungsi memberi peringatan dan 

perintah, meskipun al-Qur’an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana 

bentuk dari lembaga tersebut. Lebih jelas lagi dalam surat al-As{r ayat 3 

menyebutkan hendaklah kita saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Disinilah letak pentingnya Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang berisi Peringatan dan Perintah kepada Jemaat 

Ahmadiyah sebagai kewajiban dalam sebuah pemerintahan untuk melaksanakan 

amar ma’ru>f nahi munka>r. Di dalam konteks Fiqh Siyasah Abdul Qadir Audah 

menyebut lembaga yang berwenang memberi Peringatan dan Perintah ketika 

terjadi kumunkaran adalah A<mir dan da>fi’ atau na>hy.   

                                                

 

14 Ibid, h. 1099 
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A>mir dan Nahy atau Dafi’ merupakan lembaga yang berwenang untuk 

mempromosikan dan melaksanakan apa yang baik dan mencegah apa yang 

munkar (amar ma’ru>f nahi munka>r). Oleh sebab itu A>mir dan Nahy atau Dafi’ 

mempunyai wewenang untuk: 

1. Mempromosikan dan melaksanakan apa yang baik dan mencegah apa 

yang Munkar (amar ma’ru>f nahi munka>r) 

2. Mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab 

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun 

Dari pemaparan diatas menurut penulis  kewewenang Menteri Agama, 

Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia sesuai dengan  amanat UU 

PnPs No1 tahun 1965 tentang tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau 

penodaan agama pasal 2 (ayat) 1, maka dalam fiqh siyasah penulis menemukan 

A>mir dan Nahy atau Dafi’ yang mempunyai wewenang menyerupai kewenangan 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan 

SKB ketika terjadi kemunkaran (penyelewengan agama) .   

Dalam Konsep amar ma’ru>f nahi munka>r  seorang A>mir dan Nahy atau 

Dafi’ boleh melaksanakan kewenangannya ketika melihat kemunkaran yang 

mengganggu ketertiban umum dengan melalui beberapa tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan. Pertama, ta>aruf  yaitu pengenalan terhadap perkara-perkara 

yang ma’ru>f dan perkara-perkara yang munka>r. Kedua, ta’rif yaitu 
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pemberitahuan atau peringatan ketika terjadi kemunkaran dan perkara-perkara 

ma’ru>f ditinggalkan.15  

Sedangkan Pelaksanaan dari konsep Peringatan dan Perintah yang ada di 

SKB Ahmadiyah tersebut melalui beberapa tahapan. Pertama, pelaporan dari 

masyarakat terhadap suatu pelanggaran hukum. Kedua, pengkajian oleh bakor 

pakem terhadap sebuah pelanggaran yang dilaporkan. Ketiga, rekomendasi bakor 

pakem atas hasil pengkajian dari sebuah pelanggaran kepada lembaga Negara 

yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan menteri dalam Negeri. 

Setelah melalui pengkajian ulang maka tiga lembaga tadi mengeluarkan 

peringatan dan perintah kepada Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk surat 

keputusan bersama (SKB) . Pelaksana dari keputusan bersama ini adalah Bakor 

pakem berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. 

Menurut penulis, meskipun proses keluarnya peringatan dan perintah 

kepada Jemaat Ahmadiyah yang berbentuk SKB lebih rumit, tetapi ada 

kesesuaian dengan prinsip amar ma’ru>f nahi munka>r dalam fiqh siyasah.   

Dalam pelaksaannya ketika A>mir dan Nahy atau Dafi’ tidak mampu 

melaksanakan tugasnya dalam artian tidak bisa menghilangkan kemunkaran yang 

terjadi, maka A>mir dan Nahy atau Dafi’ melaporkan kepada Khalifah. 

Selanjutnya Khalifah berkewajiban untuk menghilangkan kemunkaran sehingga 

tahapan terakhir yaitu memeranginya. Begitu juga dalam pelaksanaan SKB 

                                                

 

15 AL-Ghazali, Mutiara Ihya’ulumuddin, terj, Al-Qalami. h. 174  

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 
62

 
tentang Ahmadiyah ini ketika tidak diindahkan oleh Jemaat Ahmadiyah, maka 

presiden berwenang untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah.        

Tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan  SKB 

terhadap Jemaat Ahmadiyah yang berisi peringatan dan perintah untuk 

menghentikan rutinitas Jemaat Ahmadiyah dalam menciderai atau menodai 

agama, merupakan sebagai pengejawantahan dari prinsip amar ma’ru>f nahi 

munka>r dalam pemerintahan Islam  

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah tugas 

seorang kepala pemerintah yang paling penting adalah melindungi keutuhan 

agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish , dan ijma’ generasi salaf. 

Jika muncul pembuat bid’ah, atau orang sesat yang membuat syubhat  tentang 

agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, 

dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama 

terlindungi dari usaha penyesatan. 

Selanjutnya yang menjadi perbedaan antara lembaga pemerintah (Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri) dengan A>mir dan Nahy atau 

Dafi’  adalah masalah mekanisme dan konsiderasi dalam menyelesaikan tugasnya 

masing-masing. Menurut hemat penulis perbedaan itu bisa kita lihat dari: 

Pertama, mekanisme lembaga pemerintah (Menteri Agama, Jaksa Agung 

dan Menteri Dalam Negeri) dalam mengeluarkan surat peringatan dan perintah 

terhadap Jemaat Ahmadiyah masih membutuhkan koordinasi dengan lembaga-
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lembaga lain seperti bakor pakem, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI). Sedangkan 

A>mir dan Nahy atau Dafi’ dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur 

tangan lembaga lain.   

Kedua, konsiderasi yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas 

lembaga pemerintah Indonesia (Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri) adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia walaupun ada 

nilai ilahiyahnya. Sedangkan yang menjadi konsiderasi A>mir dan Nahy atau 

Dafi’ adalah kewajiban agama yang diperkuat oleh undang-undang pemerintah.   

2. Kekuatan Hukum SKB 

Dalam fiqh siyasah al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang 

pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh 

umat Islam. Sedangkan hadis| merupakan sumber hukum yang kedua 

setelah al-Qur’an, hadis| berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau 

konsep al-Qur’an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur’an.  

Di samping al-Qur’an dan hadis|, ada juga sumber lain ijma’ dan qiyas, 

kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan 

mayoritas umat Islam.16    

Dalam menganalis kasus Ahmadiyah ini penulis menemukan ayat al-

Qur’an yang menjelaskan tentang riddah (murtad), Allah swt berfirman: 

                                                

 

16 Yusuf al-Qardowi, Membumikan Syariat Islam, terj, Muhammad Zaki, dkk, h.53  
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Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 
dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. 

Dalam Islam, orang murtad dikenai hukuman yang berat sebab 

perbuatannya dapat memecah jema>ah serta memancing perpecahan dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah pemurtadan khalifah 

Abu Bakar berusaha untuk memberikan pengertian, penyadaran dan peringatan 

terhadap kaum murtaddin dan ketika penyadaran serta peringatan yang 

dilakukan Abu Bakar tidak diikuti, ia langsung memberikan sanksi untuk di 

perangi sesuai dengan hadis| nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang 

berbunyi:         

       

Artinya:Barang siapa berganti agama, bunuhlah ia. (H.R Al-Bukhari)  

SKB Menteri Agama , Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri adalah 

peringatan dan perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk tidak 

menafsirkan ajaran Islam ini mempunyai kekuatan hukum dan konsekuwensi 

hukum yang jelas karena ada nas} yang menentukannya.  
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Selain itu, di dalam fiqh siyasah penerapan amar ma’ru>f nahi munka>r 

untuk menghilangkan pemurtadan oleh seorang A>mir dan Nahy atau Dafi’ 

melalui beberapa tahapan. Pertama, Taa>ruf yang intinya pengenalan terhadap 

perkara-perkara yang dianggap munka>r dan yang kedua, Ta’rif  yang berisi 

pemberitahuan atau juga bisa berupa peringatan terhadap orang atau kelompok 

yang melakukan kemunkaran dalam hal ini mengenai penodaan agama 

(murtad). Menurut penulis kedudukan atau keberadaan ta’rif ini menyerupai 

kedudukan  SKB  hal ini dikarenakan ketika ta’rif tidak diindahkan maka 

seorang A>mir dan Nahy atau Dafi’ melaporkannya kepada seorang khalifah, 

dan selanjutnya menjadi wewenang khalifah untuk menghilangkan kemunkaran 

walaupun dengan cara memeranginya.   
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam 

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1.   Latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia adalah dikarenakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah 

mengganggu ketertiban umum dengan melakukan penafsiran terhadap agama 

Islam (melangggar UU PnPs No.1 1065) dan meresahkan umat Islam, padahal 

kerukunan hidup umat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan 

dan kesatuan bangsa serta pemantapan stabilitas nasional dan keamanan 

nasional. Demi menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan 

umat beragama itu, maka pemerintah perlu mengeluarkan SKB guna 

menciptakan kerukunan, tenggang rasa dan saling menghormati antar umat 

beragama sesuai jiwa pancasila. 

2. Isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia berisikan 
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tentang Peringatan dan Perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan 

warga masyarakat untuk tidak melakukan penafsiran tentang suatu agama 

yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari 

pokok-pokok ajaran agama itu.   

3. Analisis fiqh siyasah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terhadap Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia adalah penulis melihat kewenangan Menteri Agama, Jaksa Agung 

dan Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, menyerupai kewenangan A>mir 

dan Nahy atau Dafi’ dalam melkukan amar ma’ru>f nahi munka>r. 

Dalam Konsep nahi munka>r  seorang A>mir dan Nahy atau Dafi’ boleh 

melaksanakan kewenangannya ketika melihat kemunkaran yang mengganggu 

ketertiban umum dengan melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan. Pertama, taa>ruf  yaitu pengenalan terhadap perkara-perkara yang 

ma’ru>f dan perkara-perkara yang munkar. Kedua, ta’rif  yaitu pemberitahuan 

atau peringatan ketika terjadi kemunkaran dan perkara-perkara ma’ruf 

ditinggalkan.  

Sedangkan Pelaksanaan dari konsep Peringatan dan Perintah yang ada 

di dalam SKB Ahmadiyah tersebut melalui beberapa tahapan. Pertama, 

pelaporan dari masyarakat terhadap suatu pelanggaran hukum. Kedua, 
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pengkajian oleh bakor pakem terhadap sebuah pelanggaran yang dilaporkan. 

Ketiga, rekomendasi bakor pakem atas hasil pengkajian dari sebuah 

pelanggaran kepada lembaga negara yang terdiri dari Menteri Agama, Jaksa 

Agung dan Menteri Dalam Negeri. Setelah melalui pengkajian ulang maka 

tiga lembaga tadi mengeluarkan peringatan dan perintah kepada Jemaat 

Ahmadiyah dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) . Pelaksana dari 

keputusan bersama ini adalah Bakor pakem berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah.  

B. Saran 

Dengan terselesaikannya skripsi tentang Tinjauan fiqh siyasah terhadap SKB 

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia ini maka ada beberapa hal yang penting yaitu : 

1. Selama ini sebagian masyarakat termasuk dikalangan akademisi dan praktisi 

hukum banyak yang belum mengetahui tentang pelaksanaan Amar ma’ru>f 

nahi munka>r sehingga mereka seringkali melakukan amar ma’ru>f dengan 

anarkis dan tanpa adanya sopan santun seperti yang telah diajarkan oleh 

agama, perlu kiranya dari para tokoh agama untuk mensosialisasikan 

bagaimana penerapan amar ma’ru>f nahi munka>r yang benar dan efektif. 

2. Dengan keluarnya SKB Ahmadiyah bukan berarti kasus Ahmadiyah dan 

semisalnya sudah selesai. Hal ini, butuh pengawasan dari masyarakat secara 
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umum dan khususnya pejabat pemerintah yang berwenang demi dan untuk 

terciptanya kesadaran hukum yang menyeluruh di masyarakat.  
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